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AE HA R
DENGAN RAHMAT TUHAN A3 Ao &xo =
YANG MAHA ESA AEvro} F8k= T,
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
Menimbang : g

a. bahwa pembangunan di bidang | a. AA| ok /W& FEA],
ekonomi diarahkan dan T4 a5, A&7 sA, 3
dilaksanakan untuk memajukan ol gk 2=y YA 9
kesejahteraan umum melalui L=l LA AAYUFT2] 9
pelaksanaan demokrasi ekonomi | ©]3§3} 1945 <QIE=uA]o} &3}
dengan prinsip kebersamaan, o ol AW E J= 7}
efisiensi berkeadilan, AA Ao #37 FLdS
berkelanjutan, berwawasan A8ty ¥ HBAE FZ5E
lingkungan, kemandirian, serta HkskS L slo] 2 A]gT)
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dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional sebagaimana
diamanatkan Undang—Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pelaksanaan demokrasi
ekonomi yang dilakukan melalui
kegiatan Perdagangan
merupakan penggerak utama
dalam pembangunan
perekonomian nasional yang
dapat memberikan daya dukung
dalam meningkatkan produksi
dan memeratakan pendapatan
serta memperkuat daya saing
Produk Dalam Negeri;

c. bahwa peranan Perdagangan
sangat penting dalam
meningkatkan pembangunan
ekonomi, tetapi dalam
perkembangannya belum
memenuhi kebutuhan untuk
menghadapi tantangan
pembangunan nasional sehingga
diperlukan keberpihakan politik
ekonomi yang lebih memberikan
kesempatan, dukungan, dan
pengembangan ekonomi rakyat
yang mencakup koperasi serta
usaha mikro, kecil, dan
menengah sebagai pilar utama
pembangunan ekonomi nasional;
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d. bahwa peraturan perundang—
undangan di bidang Perdagangan
mengharuskan adanya
harmonisasi ketentuan di bidang
Perdagangan dalam kerangka
kesatuan ekonomi nasional guna
menyikapl perkembangan situasi
Perdagangan era globalisasi
pada masa kini dan masa depan;
e. bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu
membentuk Undang—Undang
tentang Perdagangan;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11,
Pasal 20, dan Pasal 33 Undang—
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakya
Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/1998 tentang Politik
Ekonomi dalam rangka
Demokrasi Ekonomi;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK

e. Alas., Alb
3.4 J_E%/\}
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P
it
ol
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HEZN
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AW AS5EATY, A1z, A20
Z 92 A33x%
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INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG—-UNDANG
TENTANG PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang—Undang ini yang

dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan
kegiatan yang terkait dengan
transaksi Barang dan/atau Jasa
di dalam negeri dan melampaui
batas wilayah negara dengan
tuyjuan pengalihan hak atas
Barang dan/atau Jasa untuk
memperoleh imbalan atau
kompensasi.

2. Perdagangan Dalam Negeri
adalah Perdagangan Barang
dan/atau Jasa dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang tidak termasuk
Perdagangan Luar Negeri.

3. Perdagangan Luar Negeri
adalah Perdagangan yang
mencakup kegiatan Ekspor
dan/atau Impor atas Barang
dan/atau Perdagangan Jasa

A1z
o] WM A= &ole 9
M= v 7 meh A
L Folst By e HAAS
A7] Sste] = e an/Eas
Aujzel Bigk AeE ol st
T EAeR o B A s
U3 = 2P| a/Es A
2o At ddd 25 JH
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yang melampaui batas wilayah
negara.

4. Perdagangan Perbatasan
adalah Perdagangan yang
dilakukan oleh warga negara
Indonesia yang bertempat
tinggal di daerah perbatasan
Indonesia dengan penduduk
negara tetangga untuk
memenuhi kebutuhan sehari—
hari.

5. Barang adalah setiap benda,
baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, baik
dapat dihabiskan maupun tidak
dapat dihabiskan, dan dapat
diperdagangkan, dipakai,
digunakan, atau dimanfaatkan
oleh konsumen atau Pelaku
Usaha.

6. Jasa adalah setiap layanan
dan unjuk kerja berbentuk
pekerjaan atau hasil kerja yang
dicapai, yang diperdagangkan
oleh satu pihak ke pihak lain
dalam masyarakat untuk
dimanfaatkan oleh konsumen
atau Pelaku Usaha.

7. Produk Dalam Negeri adalah
Barang yang dibuat dan/atau
Jasa yang dilakukan oleh
Pelaku Usaha di Indonesia.

5. mwold Y Ev 79, &
A B Feah ARA Ee
HlaRAgel Be s weh,
2R B ARRIAE A,
AHE, ol B &8 7 9l
= Ae EETh

6. Anlsgh anlA wi ALl
b Baal7] kel A8 oA
3 YA e GARe) A
Qo= A me By E 2
o Fejel Auls W 2]
We W),

7. aabEol ' AXU[Alo} AR
A7F A z% B a8 a/Ee
Tk MHl =g T3
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8. Standar adalah persyaratan
teknis atau sesuatu yang
dibakukan, termasuk tata cara
dan metode yang disusun
berdasarkan konsensus semua
pihak/Pemerintah/ keputusan
internasional yang terkait
dengan memperhatikan syarat
keselamatan, keamanan,
kesehatan, lingkungan hidup,
perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi,
pengalaman, serta
perkembangan pada masa kini
dan masa depan untuk
memperoleh manfaat yang
sebesar—besarnya.

9. Standardisasi adalah proses
merumuskan, menetapkan,
menerapkan, memelihara,
memberlakukan, dan
mengawasi Standar yang
dilaksanakan secara tertib dan
bekerja sama dengan semua
pthak.

10. Standar Nasional Indonesia
yang selanjutnya disingkat SNI
adalah Standar yang
ditetapkan oleh lembaga yang
menyelenggarakan
pengembangan dan pembinaan
di bidang Standardisasi.

11. Distribusi adalah kegiatan

10. o]a} SNIZ A sl =
YAl ERE S BES PR
o s} Awg Fashs 7
to] 4% EEe BAT
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penyaluran Barang secara 2H| R Al FEAITE S5

langsung atau tidak langsung
kepada konsumen.

12. Pasar adalah lembaga
ekonomi tempat bertemunya
pembeli dan penjual, baik
secara langsung maupun tidak
langsung, untuk melakukan
transaksi Perdagangan.

13. Gudang adalah suatu
ruangan tidak bergerak yang
tertutup dan/atau terbuka
dengan tujuan tidak untuk
dikunjungi oleh umum, tetapi
untuk dipakai khusus sebagai
tempat penyimpanan Barang
yang dapat diperdagangkan
dan tidak untuk kebutuhan
sendiri.

14. Pelaku Usaha adalah setiap
orang perseorangan warga
negara Indonesia atau badan
usaha yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan
hukum yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah
hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang
melakukan kegiatan usaha di
bidang Perdagangan.

15. Daerah Pabean adalah
wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang

Elasae
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meliputi wilayah darat,
perairan, ruang udara di
atasnya, serta tempat tertentu
di Zona Ekonomi Eksklusif dan
landas kontinen yang di

Amy Ao} T3 JES
3k,

nd e

dalamnya berlaku Undang—
Undang Kepabeanan.

16. Ekspor adalah kegiatan 1
mengeluarkan Barang dari
Daerah Pabean.

17. Eksportir adalah orang 17. =2 55 ol 24
perseorangan atau lembaga Q] = WH<loly vl 3HE)
atau badan usaha, baik yang o] 713 = AFFAE et
berbentuk badan hukum =3

maupun bukan badan hukum,
yang melakukan Ekspor.

18. Impor adalah kegiatan 18. Folst #AMFY U= =
memasukkan Barang ke dalam o Wl &5 okt
Daerah Pabean.

19. Importir adalah orang 19. FYA= Y= st AA
perseorangan atau lembaga 9l &= ®WH<loly HlwHel e
atau badan usaha, baik yang o] 713 = AMGAIE st
berbentuk badan hukum =3
maupun bukan badan hukum,
yvang melakukan Impor.

20. Promosi Dagang adalah 20. 9 =xlojgt v, A)A-E
kegiatan mempertunjukkan, o 2 A AAE 5351
memperagakan, skl gLl 57 AlxE
memperkenalkan, dan/atau EQF AN} o] &35 o]
menyebarluaskan informasi E7] 95t AAHE T8 ar/m
hasil produksi Barang dan/atau = AnBjz=of gigk AHE A
Jasa untuk menarik minat beli , AA, A7) a8 = F
konsumen, baik di dalam Aot e Wikt
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negeri maupun di luar negeri,
dalam jangka waktu tertentu
untuk meningkatkan penjualan,
memperluas pasar, dan
mencari hubungan dagang.

21. Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri
adalah Perwakilan Diplomatik
dan Perwakilan Konsuler
Republik Indonesia yang
secara resmi mewakili dan
memperjuangkan kepentingan
bangsa, negara, dan
Pemerintah Republik Indonesia
secara keseluruhan di negara
penerima atau di organisasi
internasional.

22. Kerja Sama Perdagangan
Internasional adalah kegiatan
Pemerintah untuk
memperjuangkan dan
mengamankan kepentingan
nasional melalur hubungan
Perdagangan dengan negara
lain dan/atau lembaga/
organisasl internasional.

23. Sistem Informasi
Perdagangan adalah tatanan,
prosedur, dan mekanisme
untuk pengumpulan,
pengolahan, penyampaian,
pengelolaan, dan
penyebarluasan data dan/atau

o] RIEHAJo} &8t
o FUF w A7) Tl
A A&mudA b F3t=r RS
FAA O R gl W= o
IAJob & 8h=r A5
T Al o] E st &
e o ma gArng
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percepatan pencapaian tujuan
pelaksanaan kegiatan di bidang
Perdagangan.

26. Pemerintah Pusat yang
selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan
pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam
Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

27. Pemerintah Daerah adalah
gubernur, bupati atau wali
kota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

28. Menter1 adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan

26. ofs} AHeh FHst= T

AR = 19453 2=y A]o}

g Aol d A 2

H

Aok Fake] WY A
2 AEdAol B S

.

Q) =i @A KLIS stasziznel
informasi Perdagangan yang
terintegrasi dalam mendukung
kebijakan dan pengendalian
Perdagangan.

24. Perdagangan melalui Sistem | 24, AXA]| 28-S =3 Lo
Elektronik adalah Perdagangan g A7 AR 719 A )
yang transaksinya dilakukan 5 F35te] o]FoA = FI&
melalui serangkaian perangkat Elgsig=y
dan prosedur elektronik.

25. Komite Perdagangan 25. Z7HF9 L 59 Fof
Nasional adalah lembaga yang o &5 AA HA I 7}
dibentuk untuk mendukung &35 X sty st A

-

10
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pemerintahan di bidang t},
Perdagangan.
BAB II A 27
ASAS DAN TUJUAN AH I} EH
Pasal 2 A2z
Kebijakan Perdagangan disusun Fo HALe e 7 59 943
berdasarkan asas: S V22 FHAEAY.
a. kepentingan nasional; a. =7+ ol3f
b. kepastian hukum; b. HA F21A4
c. adil dan sehat; c. 34 A
d. keamanan berusaha; d. AFg <A
e. akuntabel dan transparan; e. YA FgA
f. kemandirian; f. =HA4
g. kemitraan; e. ¥H
h. kemanfaatan; h. -84
i. kesederhanaan; i. HeA
i. kebersamaan; dan j. 554
k. berwawasan lingkungan. k. 27 g T2
Pasal 3 A3=
Pengaturan kegiatan 9 &5 149 542 v
Perdagangan bertujuan: 7y sof )
a. meningkatkan pertumbuhan a. 7 A
ekonomi nasional;
b. meningkatkan penggunaan b. =AbE ALE 53
dan Perdagangan Produk
Dalam Negeri;
c. meningkatkan kesempatan c. AFY 7139 et ngA=
berusaha dan menciptakan
lapangan pekerjaan;
d. menjamin kelancaran d BEEF 2 T8 =359 ¥

11
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Distribusi dan ketersediaan
Barang kebutuhan pokok dan
Barang penting;

e. meningkatkan fasilitas,
sarana, dan prasarana
Perdagangan;

f. meningkatkan kemitraan
antara usaha besar dan
koperasi, usaha mikro, kecil,
dan menengah, serta
Pemerintah dan swasta;

g. meningkatkan daya saing
produk dan usaha nasional;
h. meningkatkan citra Produk
Dalam Negeri, akses pasar,

dan Ekspor nasional;

1. meningkatkan Perdagangan
produk berbasis ekonomi
kreatif;

j. meningkatkan pelindungan
konsumen;

k. meningkatkan penggunaan
SNI;

. meningkatkan pelindungan
sumber daya alam; dan

m. meningkatkan pengawasan
Barang dan/atau Jasa yang
diperdagangkan.

BAB III
LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

271, Bt
EUA &

=9 A S

j AR S 73}

k. SNI A}

A3
2E 14

A4z

ofo
ol\
2
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(1) Lingkup pengaturan
Perdagangan meliputi:
Perdagangan Dalam Negeri;
. Perdagangan Luar Negeri;
Perdagangan Perbatasan;

. Standardisasi;

. Perdagangan melalui Sistem

Elektronik;

f. pelindungan dan pengamanan
Perdagangan;

g. pemberdayaan koperasi serta
usaha mikro, kecil, dan
menengah;

h. pengembangan Ekspor;

1. Kerja Sama Perdagangan
Internasional;

J. Sistem Informasi
Perdagangan;

k. tugas dan wewenang
Pemerintah di bidang
Perdagangan;

1. Komite Perdagangan Nasional;

m. pengawasan, dan

n. penyidikan.

(2) Selain lingkup pengaturan

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), juga diatur Jasa yang
dapat diperdagangkan meliputi:

Jasa bisnis;

. Jasa distribusi;

. Jasa komunikasi;

. Jasa pendidikan;

. Jasa lingkungan hidup;

KLIS saams
(1) 99 48 Hel= v
7y 5.9} )
a. 7 HFS
b. Y FH
c. 7459
d. 33
e. AAA2EHS F3F S
f. 9 s 92 oA
g 2 2 4%, 47|49
SE i AT

L =7HTo 94l 9]

m. 7
n. A}
(2) A1ge] 48 ¥ o]
U 2t 35 x35st AY 7k

g Au] 2ol tiatol A A3

A Afw) 2
& Ay
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8- AH] 2~
sk An|~

T
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O MA@ AIAIEAA 2 AME KLIY st d= 2]
f. Jasa keuangan; f. &8 AH]=
g. Jasa konstruksi dan teknik g. A4 % #AH J)|E MH|~
terkait;
h. Jasa kesehatan dan sosial; h. B3 2 AF3] Av] 2~
i. Jasa rekreasi, kebudayaan, i. o7}, w3} W AFX = AH|A

dan olahraga;
J. Jasa pariwisata;
k. Jasa transportasi; dan
1. Jasa lainnya.
(3) Jasa dapat diperdagangkan
baik di dalam negeri maupun
melampauil batas wilayah
negara.

R i ]
k. nlE A H]2
L. 71EF AH] 2
(3) AMul2=E U 2 4S
zdsteo] AHE

T 3
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